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Abstract 

Rapid advances in information technology have transformed news consumption toward online 

platforms, incentivizing speed and traffic-driven content that often yields sensational headlines 

(clickbait) and weak verification practices; two JawaPos.com reports serve as case points illustrating how 

media framing can carry ethical and legal ramifications in the digital news ecosystem. This study aims to 

examine how framing in two articles on JawaPos.com shapes public narratives and to assess the 

implications for journalistic ethics and Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). 

A qualitative case study approach was employed, with textual analysis of the selected news items as the 

primary unit. Data were collected from archived news content, legal documents (UU ITE, Press Council’s 

Cyber Media Guidelines), and academic literature. Robert N. Entman’s framing model (define problems, 

diagnose causes, make moral judgment, suggest remedies) guided the analysis, accompanied by source 

triangulation to ensure validity. Results indicate both reports rely on emotionally charged diction and 

social-media–sourced opinions without adequate verification; the “suggest remedies” element is largely 

absent, undermining balance and fact-checking. Such framing practices pose legal risks, potentially 

implicating Clauses 27A, 28(1), and 45A of the UU ITE, as the publication of unverified identities and 

allegations may harm personal reputations and propagate misleading information. Online newsrooms 

must strengthen editorial controls and layered verification procedures, aligning newsroom practices with 

cyber media guidelines and UU ITE, to preserve journalistic integrity and mitigate legal exposure. 

Keywords: clickbait, framing, journalistic ethics, UU ITE, online media. 

Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi menggeser konsumsi berita ke ranah daring dan mendorong praktik 

pemberitaan yang mengedepankan kecepatan serta trafik, yang sering kali berujung pada headline 

sensasional (clickbait) dan pengabaian verifikasi. Dua kasus pemberitaan di JawaPos.com menjadi 

ilustrasi terkait dampak framing dan potensi implikasi hukum dalam konteks media daring. Penelitian ini 

bertujuan mengkaji bagaimana framing pemberitaan pada dua artikel JawaPos.com membentuk narasi 

publik dan menilai implikasinya terhadap etika jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan dengan analisis teks 

sebagai unit analisis, data dikumpulkan melalui dokumentasi arsip berita, peraturan hukum (UU ITE, 

Pedoman Media Siber), dan literatur relevan. Analisis menggunakan model framing Robert N. Entman 

(define problems, diagnose causes, make moral judgment, suggest remedies) serta triangulasi sumber 

untuk menjaga validitas. Temuan menunjukkan bahwa kedua pemberitaan cenderung mengutamakan 

diksi dramatis dan sumber opini netizen tanpa verifikasi memadai, tahap “suggest remedies” minim atau 

absen, sehingga keberimbangan dan verifikasi terabaikan. Framing tersebut berpotensi menimbulkan 
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konsekuensi hukum, khususnya terkait Pasal 27A, 28 ayat (1), dan 45A UU ITE, karena pemuatan identitas 

dan tuduhan yang belum terkonfirmasi dapat merugikan reputasi individu dan memicu penyebaran 

informasi menyesatkan. Media daring perlu memperkuat mekanisme editorial dan verifikasi, serta 

mengharmonisasikan praktik redaksional dengan Pedoman Media Siber sesuai ketentuan UU ITE untuk 

menjaga integritas jurnalistik dan mengurangi risiko hukum. 

Kata kunci: clickbait, framing, etika jurnalistik, UU ITE, media daring. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan pesat teknologi informasi 
telah merevolusi lanskap media di 
Indonesia, menjadikan media daring 
sebagai sumber utama masyarakat dalam 
mengakses berita hari ini. Portal berita 
seperti JawaPos.com memiliki daya jangkau 
luas dan kecepatan publikasi tinggi yang 
menciptakan persaingan sengit untuk 
menarik perhatian audiens. Namun, 
kecepatan ini terkadang mengorbankan 
prinsip dasar jurnalisme seperti akurasi, 
verifikasi, dan objektivitas yang membuat 
fenomena clickbait semakin menguat 
(Devina & Irawan, 2021). 

Clickbait, yakni penggunaan judul berita 
(headline) provokatif untuk menggoda klik 
pembaca, telah menjadi strategi umum 
dalam media daring. Headline yang 
provokatif ini sering kali menyesatkan, 
tidak mencerminkan keseluruhan isi 
berita, atau memicu reaksi emosional 
otomatis dari pembaca (Molyneux & 
Coddington, 2020). Dalam konteks 
perilisan berita digital yang berorientasi 
trafik, headline semacam ini justru 
mendahulukan sensasi ketimbang konteks 
substansi (Prastyo, 2021). 

Walaupun media daring di Indonesia sudah 
diatur dengan Pedoman Pemberitaan 
Media Siber Dewan Pers dan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), praktik clickbait tetap 
marak di jagad maya (Hadiyat, 2019; 
Mastura et al., 2023). UU ITE mengatur 

larangan pencemaran nama baik (Pasal 
27A), serta penyebaran berita bohong yang 
merugikan pihak lain (Pasal 28 ayat 1). 
Meskipun demikian, terdapat celah 
interpretasi terhadap praktik clickbait atau 
headline sensasional yang belum diatur 
secara eksplisit sebagai pelanggaran dalam 
regulasi tersebut (Nurhalimah et al., 2024). 
Hal ini karena clickbait sering kali belum 
dikategorikan sebagai bentuk cybercrime, 
kecuali jika mengandung konten ilegal, 
seperti fitnah atau ujaran kebencian 
(Kusumawardani, 2019). 

Fenomena clickbait yang marak di pers 
daring menunjukkan adanya pergeseran 
prioritas dari etika jurnalisme menjadi 
logika ekonomi, di mana nilai berita diukur 
dari potensi viral dan jumlah klik. 
Meskipun regulasi seperti UU ITE telah 
mengatur konten bermasalah seperti 
pencemaran nama baik, celah hukum tetap 
ada karena clickbait itu sendiri sering kali 
tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran, 
kecuali jika mengandung unsur kejahatan 
lain (Kusumawardani, 2019). Hal ini 
diperparah oleh tekanan persaingan ketat 
di antara media daring yang berebut 
perhatian audiens, sehingga etika profesi 
sering kali dikorbankan demi mengejar 
traffic dan keuntungan iklan (Hadiyat, 
2019). Oleh karena itu, mengatasi clickbait 
tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, 
melainkan harus kembali pada prinsip 
etika jurnalistik yang menekankan akurasi, 
objektivitas, dan tanggung jawab sosial. 
Komitmen terhadap etika ini menjadi 
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kunci untuk membangun kembali 
kredibilitas media dan memastikan pers 
dapat menjalankan perannya sebagai pilar 
demokrasi yang menyediakan informasi 
berkualitas, bukan sekadar hiburan 
sensasional. 

Dalam jangka waktu bulan Juli 2025, 
ditemukan dua kasus pemberitaan di 
JawaPos.com yang memperlihatkan betapa 
framing dan aspek hukum saling bertaut. 
Pertama, pemberitaan “Di Mata 
Masyarakat ASN Kemenag Dicap Sebagai 
Malaikat, Menag Ingatkan Pegawainya 
Minimal Tidak Seperti Iblis” yang terbit 
pada 14 Juli 2025. Headline tersebut 
memuat diksi ekstrem, “malaikat” dan 
“iblis”, yang meskipun bersifat metaforis, 
memiliki potensi framing emosi pembaca 
secara kuat. Penggunaan metafor ini 
menunjukkan bagaimana pilihan kata yang 
provokatif bisa membentuk persepsi moral 
terhadap ASN secara general tanpa konteks 
lengkap di body-news, sehingga membuka 
ruang bias interpretasi jika dikonsumsi 
secara terpisah, seperti hanya aktivitas 
klik-judul saja. Kedua, pemberitaan 
“Netizen Menduga, Orang Tua yang 
Menuntut Rp 25 Juta ke Guru Ahmad Zuhdi 
Adalah Politikus Partai Perindo” yang 
terbit pada 19 Juli 2025. Headline tersebut 
menghadirkan dugaan publik yang tidak 
terkonfirmasi, melampirkan identitas dan 
afiliasi politik tanpa klarifikasi resmi. 
Publikasi semacam ini tidak hanya berisiko 
merugikan reputasi individu, tetapi juga 
berpotensi melanggar Pasal 27A 
(pencemaran nama baik) dan Pasal 28 ayat 
1 (penyebaran informasi bohong) UU ITE. 

Dari segi akademis, berbagai studi telah 
mengeksplorasi fenomena clickbait dalam 
konteks etika dan framing. Nurhalimah et 
al. (2024) menyoroti pemahaman 
wartawan yang menetujui bahwa 
ketidaksesuaian antara headline dan isi, 
yang didorong oleh tuntutan target trafik 
media digital, memang terjadi dan menjadi 
hal umum. Mastura et al. (2023) menyoroti 

praktik clickbait oleh figur publik yang 
tetap berjalan untuk menarik audiens dan 
monetisasi. Namun, sebagian besar 
penelitian terkini belum menautkan 
analisis framing dengan potensi implikasi 
hukum UU ITE secara mendalam. Selain 
itu, kecermatan analisis terhadap 
pemberitaan portal berita mainstream 
seperti JawaPos.com dalam perspektif ini 
masih terbatas. 

Inilah gap penelitian yang ingin 
dijembatani. Dengan menggunakan 
analisis framing Entman yang menelusuri 
seleksi, definisi masalah, penyorotan 
moral, dan solusi yang dihadirkan, 
penelitian ini menginvestigasi bagaimana 
berita dibingkai dan apa implikasinya 
terhadap norma jurnalistik serta regulasi 
hukum. Integrasi antara pendekatan 
framing dan analisis UU ITE diharapkan 
menambah kedalaman kajian 
dibandingkan penelitian kebanyakan yang 
hanya berfokus pada etika jurnalistik saja. 

Pemilihan JawaPos.com sebagai objek 
kajian didasarkan pada statusnya sebagai 
media nasional dengan trafik tinggi yang 
memberi dampak luas terhadap opini 
publik. Setiap framing berita yang 
dipublikasikan berisiko memengaruhi 
persepsi kolektif secara signifikan, terlebih 
di tengah pola konsumsi informasi 
masyarakat yang terkadang hanya 
membaca headline dan paragraf awal saja 
(Vosoughi et al., 2018). 

Dengan demikian, penelitian ini bukan 
hanya melengkapi literatur komunikasi 
dan media daring, tetapi juga menyajikan 
rekomendasi praktis bagi jurnalis dan 
regulator untuk meningkatkan kepatuhan 
terhadap etika dan hukum di era digital. 
Pendekatan terintegrasi antara analisis 
framing dan pemetaan regulasi diharapkan 
menjadi kontribusi strategis dalam 
menjaga integritas jurnalisme online di 
Indonesia. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus yang 
difokuskan pada pemberitaan di 
JawaPos.com yang terbit pada bulan Juli 
2025. Pemilihan metode ini bertujuan 
untuk mengkaji secara mendalam konteks, 
proses, dan framing berita serta potensi 
implikasinya terhadap etika jurnalistik dan 
ketentuan Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). Studi kasus 
dipilih karena sesuai untuk mengungkap 
fenomena aktual dalam konteks kehidupan 
nyata (real-life context) dan memungkinkan 
peneliti memeriksa detail kasus secara 
menyeluruh (Denzin & Lincoln, 2018). 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
teks berita daring yang dimuat di portal 
JawaPos.com. Analisis difokuskan pada 
headline (judul berita), lead (paragraf 
pembuka), dan struktur isi berita (body-
news). Data dikumpulkan melalui 
dokumentasi digital dengan mengakses 
arsip berita, menyimpan screenshot dan 
soft copy berita, serta mengidentifikasi 
unsur-unsur teks yang relevan dengan 
analisis framing dan UU ITE. Selain data 
primer berupa teks berita, penelitian ini 
juga memanfaatkan data sekunder berupa 
dokumen hukum meliputi UU ITE, 
Pedoman Media Siber Dewan Pers, dan 
literatur ilmiah terkait framing dan etika 
jurnalistik (Entman, 1993; Eriyanto, 2015). 

Analisis data dilakukan menggunakan 
model framing Entman (1993) yang terdiri 
dari empat elemen pokok, yaitu define 
problems untuk mengidentifikasi masalah 
utama yang ditekankan berita, diagnose 
causes atau menentukan penyebab 
masalah sebagaimana dikonstruksikan 
media, make moral judgment atau 
menggambarkan evaluasi moral yang 
melekat pada berita, dan suggest remedies 
atau menyajikan solusi yang ditawarkan 
atau disiratkan (Entman, 1993). Setiap 
berita dianalisis untuk melihat bagaimana 

keempat elemen tersebut dibingkai, 
kemudian dibandingkan dengan ketentuan 
UU ITE dan Pedoman Media Siber untuk 
mengidentifikasi potensi pelanggaran. 

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas 
penelitian, dilakukan triangulasi sumber 
dengan membandingkan data berita 
JawaPos.com dengan dokumen hukum dan 
kajian akademik. Selain itu, peneliti 
menyiapkan audit trail yang berisi data 
mentah, catatan analisis, dan dokumentasi 
proses penelitian, sehingga penelitian ini 
dapat direplikasi oleh peneliti lain. 

HASIL & DISKUSI 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), khususnya yang telah 
direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2024, berfungsi sebagai landasan 
hukum utama yang mengatur aktivitas di 
ruang digital. Secara spesifik, UU ITE 
mengandung pasal-pasal krusial yang 
relevan dengan media siber, seperti Pasal 
27A yang mengatur larangan pencemaran 
nama baik, serta Pasal 28 ayat (1) yang 
melarang penyebaran berita bohong yang 
dapat menimbulkan kerugian di kalangan 
masyarakat. Keberadaan UU ITE 
memberikan dasar hukum bagi penegakan 
sanksi pidana terhadap konten yang 
bersifat ilegal. Namun, implementasinya 
seringkali menimbulkan perdebatan 
karena pasal-pasal tersebut berpotensi 
menimbulkan interpretasi ganda dan dapat 
menjadi alat untuk membatasi kebebasan 
berekspresi, sehingga perlu diterapkan 
dengan cermat agar tidak mengancam 
fungsi pers (Alhasbi et al., 2023). 

Sebagai pelengkap dari kerangka hukum, 
Dewan Pers menerbitkan Pedoman 
Pemberitaan Media Siber yang dituangkan 
dalam Surat Keputusan No. 03/SK-
DP/I/2012. Pedoman ini berfungsi sebagai 
panduan etika bagi jurnalis dan pengelola 
media daring. Berbeda dengan UU ITE yang 
memiliki sanksi hukum pidana, pedoman 
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ini bersifat etis dan penegakannya 
dilakukan secara internal oleh Dewan Pers. 
Aturan ini secara khusus menekankan 
pentingnya berita yang akurat, faktual, dan 
tidak bersifat clickbait atau sensasional. 
Pedoman ini juga mengatur prosedur 
teknis seperti mekanisme hak jawab dan 
koreksi. Kedua instrumen ini, UU ITE yang 
bersifat hukum dan Pedoman Dewan Pers 
yang bersifat etik, bekerja bersama untuk 
menciptakan ekosistem media siber yang 
bertanggung jawab dan menjaga 
profesionalisme jurnalisme. 

Meskipun ada kerangka hukum dan etika, 
fenomena clickbait tetap marak, 
menunjukkan adanya kesenjangan antara 
aturan dan praktik. Oleh karena itu, 
langkah selanjutnya adalah melakukan 
analisis konten secara empiris. Dengan 
memeriksa langsung konten media, kita 
bisa mengidentifikasi pola clickbait yang 
ada dan mengukur seberapa efektif 
regulasi yang berlaku. Proses ini akan 
memberikan data konkret untuk 
mengevaluasi dampak clickbait terhadap 
kualitas informasi yang diterima publik. 

Analisis ini memusatkan perhatian pada 
dua berita dari JawaPos.com yang terbit 
pada Juli 2025, dengan tujuan mengungkap 
bagaimana proses framing dilakukan dan 
bagaimana implikasinya jika ditinjau dari 
perspektif etika jurnalistik dan regulasi 
hukum, khususnya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta 
perubahannya. Model framing Entman 
digunakan untuk menelusuri empat 
dimensi pokok dalam konstruksi berita: 
define problems (pendefinisian masalah), 
diagnose causes (penentuan penyebab), 
make moral judgment (penilaian moral), 
dan suggest remedies (usulan solusi). 
Keempat dimensi ini kemudian 
dibandingkan dengan ketentuan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas UU ITE dan Peraturan 
Dewan Pers Tentang Pedoman 
Pemberitaan Media Siber (2012) untuk 
menilai potensi pelanggaran. 

 
Gambar 1. Berita “Di Mata Masyarakat ASN 

Kemenag Dicap … Minimal Tidak Seperti Iblis” 
yang terbit pada 14 Juli 2025 (Setiawan, 2025). 

Berita pertama yang dianalisis adalah 
pemberitaan “Di Mata Masyarakat ASN 
Kemenag Dicap Sebagai Malaikat, Menag 
Ingatkan Pegawainya Minimal Tidak 
Seperti Iblis” yang terbit pada 14 Juli 2025. 
Headline ini mengandung diksi yang sangat 
kuat secara emosional, yaitu kontras 
antara “malaikat” dan “iblis”, yang secara 
kultural di Indonesia memiliki konotasi 
moral absolut, malaikat identik dengan 
kesucian, sedangkan iblis identik dengan 
keburukan absolut. Meskipun konteks 
aslinya bersifat retoris dan dimaksudkan 
untuk memberi peringatan moral kepada 
ASN, framing dalam headline membuat 
pembaca cenderung menangkapnya 
sebagai kritik keras atau bahkan tuduhan 
moral terhadap ASN secara umum. 
Penempatan kata “minimal” dalam frasa 
“minimal tidak seperti iblis” juga memberi 
kesan standar moral ASN sangat rendah, 
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sehingga pembaca yang hanya membaca 
headline berpotensi membentuk persepsi 
negatif tanpa memeriksa isi berita secara 
utuh (Nurhalimah et al., 2024). 

Praktik ini dapat dikategorikan sebagai 
clickbait karena memanfaatkan sensasi 
emosional untuk menarik klik, tanpa 
memberikan gambaran kontekstual yang 
seimbang. Studi-studi terdahulu 
menunjukkan bahwa clickbait memicu 
keterlibatan pembaca dalam jangka 
pendek, tetapi berisiko mengikis 
kepercayaan publik terhadap media jika isi 
berita tidak selaras dengan ekspektasi yang 
dibentuk oleh judul (Blom & Hansen, 
2015). Dalam kasus ini, headline 
membingkai masalah secara dramatis 
(overdramatization) yang dalam teori 
framing dapat mengubah pemahaman 
publik terhadap fakta (Eriyanto, 2015). 
Dari perspektif hukum, meskipun berita ini 
tidak menyebutkan individu tertentu, 
penyudutan kelompok profesi secara luas 
masih memiliki potensi masalah, terutama 
jika pernyataan atau framing tersebut 
disalahgunakan di media sosial untuk 
menyerang kelompok tertentu (UU ITE 
Pasal 27A). 

Fenomena ini semakin relevan ketika 
dikaitkan dengan pola konsumsi berita di 
era digital. Banyak pembaca hanya 
mengakses headline dan lead tanpa 
melanjutkan membaca keseluruhan isi 
berita, sehingga headline yang bersifat 
provokatif akan membentuk persepsi yang 
bertahan lama di benak audiens (Devina & 
Irawan, 2021; Hadiyat, 2019). Dalam 
kerangka ini, clickbait bukan sekadar 
strategi pemasaran konten, tetapi juga 
instrumen pembingkaian realitas yang 
memiliki dampak sosial signifikan. Jika 
tidak dikendalikan, praktik tersebut dapat 
memicu bias sistemik dalam opini publik 
dan memperburuk polarisasi di masyarakat 
digital (Kusumawardani, 2019; Mastura et 
al., 2023). 

Selain itu, perkembangan algoritma media 
sosial yang mengedepankan keterlibatan 
(engagement-driven algorithms) turut 
memperkuat efek clickbait. Headline yang 
kontroversial atau emosional cenderung 
lebih banyak dibagikan dan mendapatkan 
interaksi, sehingga secara otomatis 
diprioritaskan oleh algoritma untuk 
menjangkau audiens lebih luas (Munger & 
Phillips, 2022). Dalam konteks ini, media 
daring yang menggunakan strategi 
clickbait bukan hanya memengaruhi 
pembacanya secara langsung, tetapi juga 
memperluas jangkauan isu melalui 
amplifikasi algoritmik. Akibatnya, potensi 
dampak hukum yang muncul dari konten 
yang bias atau tidak diverifikasi menjadi 
semakin besar, karena persepsi publik 
terbentuk dan menyebar jauh sebelum 
klarifikasi atau koreksi diterbitkan. 

Lebih jauh, praktik clickbait mengancam 
prinsip dasar jurnalisme yaitu akurasi, 
keberimbangan, dan verifikasi (Blom & 
Hansen, 2015; Mahendra & Sukartik, 
2024). Kecenderungan mengutamakan 
sensasi menggeser peran media dari 
pengawas publik (watchdog) menjadi 
sekadar pengumpul trafik daring. Ketika 
framing dilakukan dengan cara yang 
berlebihan tanpa memperhatikan akurasi, 
media rentan kehilangan kredibilitas 
jangka panjang. Dalam jangka panjang, 
kondisi ini dapat merugikan demokrasi 
karena masyarakat mengandalkan 
informasi yang bias atau menyesatkan 
dalam membentuk opini politik maupun 
sosial. Oleh karena itu, analisis atas 
pemberitaan JawaPos.com ini menegaskan 
perlunya regulasi dan praktik redaksional 
yang lebih ketat untuk memastikan 
keseimbangan antara kebutuhan menarik 
audiens dengan tanggung jawab etis dan 
hukum. 

Berita kedua yang dianalisis adalah 
“Netizen Menduga, Orang Tua yang 
Menuntut Rp 25 Juta ke Guru Ahmad Zuhdi 
Adalah Politikus Partai Perindo” yang 
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terbit pada 19 Juli 2025. Headline berita ini 
secara langsung memuat tuduhan yang 
bersumber dari opini publik di media 
sosial. Pemberitaan menyertakan nama 
lengkap, afiliasi politik, dan jejak digital 
seseorang, termasuk foto baliho 
kampanye, tanpa konfirmasi atau verifikasi 
dari pihak yang bersangkutan maupun 
Partai Perindo. Framing seperti ini 
menempatkan opini publik sebagai basis 
berita, yang rawan bias dan belum tentu 
memenuhi standar verifikasi jurnalistik 
(Kovach & Rosenstiel, 2021). 

 
Gambar 2. Berita “Netizen Menduga, Orang Tua 
yang Menuntut … Politikus Partai Perindo” yang 

terbit pada 19 Juli 2025 (Rahman, 2025). 

Potensi pelanggaran hukum pada kasus ini 
lebih nyata dibandingkan kasus pertama. 
UU ITE Pasal 27A secara eksplisit melarang 
perbuatan menyerang kehormatan atau 
nama baik orang lain melalui media 
elektronik. Jika identitas yang dimuat 
ternyata tidak benar atau tidak relevan 
dengan tuduhan yang diberitakan, hal ini 
dapat dikategorikan sebagai pencemaran 
nama baik. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UU 
ITE melarang penyebaran informasi 
bohong atau menyesatkan yang dapat 
merugikan pihak tertentu. Tanpa 
konfirmasi dan verifikasi, pemberitaan ini 
dapat memenuhi unsur “informasi yang 

menyesatkan” sebagaimana dimaksud 
pasal tersebut (BIP, 2017). 

Dalam kerangka etika jurnalistik, praktik 
semacam ini termasuk dalam kategori 
pelanggaran prinsip verifikasi yang 
merupakan fondasi utama dalam proses 
peliputan berita. Menurut Kovach & 
Rosenstiel (2021), jurnalisme yang sehat 
hanya dapat dijalankan apabila setiap 
informasi yang disampaikan kepada publik 
telah melalui uji kebenaran yang ketat. 
Mengandalkan opini netizen sebagai basis 
pemberitaan tanpa melakukan konfirmasi 
kepada pihak terkait sama artinya dengan 
mengabaikan standar dasar akurasi. 
Kondisi ini tidak hanya merugikan individu 
yang diberitakan, tetapi juga melemahkan 
kredibilitas media sebagai institusi publik 
yang seharusnya berfungsi sebagai penyaji 
fakta (Kovach & Rosenstiel, 2021). 

Lebih jauh, pemberitaan berbasis dugaan 
publik yang tidak diverifikasi juga 
memperkuat risiko penyebaran 
disinformasi di ruang digital. Penelitian 
terbaru menunjukkan bahwa informasi 
yang salah atau tidak lengkap memiliki 
kecenderungan menyebar lebih cepat 
dibandingkan berita yang faktual, 
terutama di platform media sosial 
(Pennycook & Rand, 2021). Ketika 
informasi tersebut diberi legitimasi oleh 
media arus utama, kecepatan penyebaran 
meningkat secara eksponensial dan 
dampaknya semakin sulit dikendalikan. 
Akibatnya, pihak yang dirugikan 
mengalami kerugian reputasi yang tidak 
sebanding dengan mekanisme koreksi atau 
klarifikasi yang mungkin dilakukan 
kemudian. 

Fenomena ini juga menggambarkan 
tantangan besar bagi penerapan UU ITE 
dalam konteks pemberitaan daring. 
Meskipun pasal-pasal seperti 27A dan 28 
ayat (1) sudah tersedia sebagai perangkat 
hukum, implementasinya kerap 
menghadapi dilema antara perlindungan 
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reputasi individu dan kebebasan pers. 
Studi terbaru menyebut bahwa 
perlindungan hukum harus berjalan 
seimbang dengan prinsip kebebasan 
berekspresi, agar tidak menimbulkan efek 
jera yang justru membatasi ruang 
demokrasi (Kusumawardani, 2019; Lim, 
2022; Ningrum & Ni’ami, 2025). Dengan 
demikian, kasus ini memperlihatkan 
kebutuhan akan standar editorial yang 
lebih ketat di tingkat redaksi, sehingga 

media dapat menghindari jebakan 
disinformasi tanpa harus mengorbankan 
independensi jurnalistiknya. 

Kedua berita ini menunjukkan bahwa 
framing yang dilakukan media daring tidak 
hanya berdampak pada pembentukan opini 
publik, tetapi juga memiliki implikasi 
hukum yang nyata. Analisis framing 
keduanya disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Analisis Framing Berita dengan Model framing Robert N. Entman. 

No Headline Define problems Diagnose Causes Moral Judgement Suggest Remedies 

1 “Di Mata 
Masyarakat ASN 
Kemenag … 
Minimal Tidak 
Seperti Iblis” 

ASN dinilai harus 
menjaga moralitas 
tinggi, namun framing 
headline 
memperlihatkan 
standar moral rendah. 

Pemilihan diksi 
ekstrem untuk 
memberi efek 
dramatis dan 
menarik perhatian 
pembaca. 

ASN yang tidak 
bermoral 
disamakan 
dengan “iblis”, 
memberi stigma 
negatif kolektif. 

Tidak ada solusi 
konkret, hanya 
imbauan moral 
tanpa penjelasan 
kebijakan atau 
langkah perbaikan. 

2 “Netizen Menduga, 
Orang Tua yang 
Menuntut Rp 25 … 
Adalah Politikus 
Partai Perindo” 

Munculnya tuduhan 
publik terhadap 
individu terkait kasus 
guru Ahmad Zuhdi. 

Berita 
mengandalkan 
opini netizen dari 
media sosial tanpa 
verifikasi langsung. 

Individu 
ditampilkan 
seolah bersalah; 
reputasi pribadi 
dan afiliasi 
politik terancam. 

Tidak ada 
klarifikasi dari 
pihak 
bersangkutan; 
potensi kerugian 
reputasi tidak 
diantisipasi. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada 
kedua kasus, tahap suggest remedies dalam 
framing nyaris tidak hadir. Media tidak 
menyediakan langkah korektif atau 
alternatif pandangan untuk 
menyeimbangkan informasi, sehingga 
pembaca hanya mendapatkan satu sudut 
pandang yang dibingkai secara dramatis. 
Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar 
jurnalisme yang menuntut keberimbangan 
(balance) dan verifikasi (verification) 
sebelum publikasi (McQuail, 2010). 

Selain itu, kedua berita sama-sama 
memperlihatkan over-reliance pada elemen 
dramatisasi untuk membangun 
engagement pembaca. Pada berita pertama, 
dramatisasi dilakukan melalui metafora 
religius yang ekstrem, begitu juga pada 
berita kedua, dramatisasi hadir melalui 
ekspos identitas personal yang dikaitkan 

dengan dugaan publik. Fenomena ini 
memperkuat temuan penelitian 
sebelumnya bahwa dalam ekosistem media 
digital, tekanan untuk mendapatkan klik 
sering menggeser prioritas dari akurasi dan 
integritas menuju sensasionalisme 
(Vosoughi et al., 2018). 

Implikasi etisnya adalah berkurangnya 
kepercayaan publik terhadap media arus 
utama. Jika publik merasa headline berita 
tidak merepresentasikan isi secara akurat, 
atau jika media dianggap tidak melakukan 
verifikasi yang memadai, maka kredibilitas 
jangka panjang akan terancam. Sementara 
dari sisi hukum, framing yang terlalu 
condong pada sensasi berpotensi 
menimbulkan tuntutan pidana atau 
perdata, sebagaimana diatur dalam UU ITE 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) terkait pencemaran nama baik. 
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Kedua kasus ini menegaskan perlunya 
mekanisme kontrol internal yang lebih 
ketat di ruang redaksi media daring. 
Mekanisme ini harus memastikan bahwa 
setiap pemberitaan, terutama yang 
melibatkan identitas personal atau 
kelompok, melalui proses verifikasi yang 
komprehensif dan mempertimbangkan 
implikasi hukum sebelum dipublikasikan. 
Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman 
Pemberitaan Media Siber (2012) dan revisi 
Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman 
Pengelolaan Akun Media Sosial 
Perusahaan Pers (2022) secara eksplisit 
mengatur bahwa media harus menjaga 
martabat individu dan tidak menayangkan 
konten yang dapat mempermalukan atau 
merugikan pihak tertentu secara tidak 
perlu. Jika pedoman ini diinternalisasi dan 
diimplementasikan secara konsisten, maka 
risiko pelanggaran hukum dan etika dapat 
diminimalisir. 

Dengan demikian, hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa framing dalam 
pemberitaan JawaPos.com pada dua kasus 
yang dikaji cenderung mengutamakan 
daya tarik emosional dan sensasionalisme, 
dengan minimnya penekanan pada 
verifikasi dan keberimbangan informasi. 
Hal ini menjadi tantangan serius bagi etika 
jurnalistik di era digital, di mana tekanan 
trafik seringkali bertentangan dengan 
prinsip akurasi dan tanggung jawab sosial 
media. 

Berdasarkan pemetaan elemen framing 
yang diidentifikasi dalam kedua berita 
tersebut, terindikasi adanya konstruksi 
pesan yang berpotensi menimbulkan 
konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, 
pembahasan selanjutnya diarahkan pada 
analisis yuridis terhadap konten 
pemberitaan, dengan fokus pada potensi 
pelanggaran ketentuan Pasal 27A, Pasal 
45A, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik beserta 
perubahannya. 

Potensi Pelanggaran UU ITE 

Pasal 27A dan 45A 

Pasal 27A UU ITE mengatur larangan 
perbuatan menyerang kehormatan atau 
nama baik orang lain melalui media 
elektronik. Rumusan ini diperkuat dengan 
Pasal 45A ayat (2) yang menetapkan 
ancaman pidana bagi pelanggarannya, 
yaitu pidana penjara paling lama empat 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 
juta. Dalam praktiknya, unsur pokok pasal 
ini mencakup: (1) adanya pernyataan atau 
muatan yang merendahkan martabat 
seseorang; (2) disampaikan melalui media 
elektronik; dan (3) menimbulkan kerugian 
atau rasa malu bagi pihak yang disasar 
(BIP, 2017). 

Analisis pada berita JawaPos.com 
bertanggal 19 Juli 2025 berjudul “Netizen 
Menduga, Orang Tua yang Menuntut Rp 25 
Juta ke Guru Ahmad Zuhdi Adalah 
Politikus Partai Perindo” menunjukkan 
adanya potensi terpenuhinya unsur-unsur 
tersebut. Berita ini secara eksplisit memuat 
nama lengkap, afiliasi politik, dan citra 
visual (baliho kampanye) seseorang 
berdasarkan dugaan netizen. Informasi 
tersebut dipublikasikan di media daring 
yang dapat diakses luas oleh publik, 
sehingga memenuhi unsur "melalui media 
elektronik". 

Ketika identitas personal ditautkan dengan 
tuduhan yang belum diverifikasi, potensi 
kerugian reputasi menjadi signifikan. 
Seorang individu yang dituduh melakukan 
perbuatan tertentu akan menghadapi 
risiko stigma sosial dan politis, bahkan jika 
kemudian tuduhan itu terbukti tidak benar. 
Menurut literatur hukum media, 
penyebutan identitas dalam kasus yang 
belum terbukti secara hukum merupakan 
bentuk premature judgment yang rentan 
melanggar hak asasi individu atas 
perlindungan nama baik (Ahmad et al., 
2025). 
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Dalam kerangka Pasal 27A, berita ini 
berpotensi memenuhi unsur serangan 
kehormatan atau nama baik karena: (1) 
pernyataan mengandung tuduhan 
merugikan reputasi; (2) dilakukan di ruang 
publik daring; dan (3) bersumber dari opini 
pihak ketiga (netizen) yang belum 
diverifikasi. Walaupun JawaPos.com 
mungkin berargumen bahwa mereka 
sekadar melaporkan opini publik, secara 
hukum media tetap memikul tanggung 
jawab atas kebenaran informasi yang 
dipublikasikan (UU Pers Pasal 5 ayat 1 dan 
2). 

Pasal 45A ayat (2) menjadi relevan karena 
menentukan sanksi pidana bagi perbuatan 
tersebut. Dalam praktik peradilan, 
pembuktian pelanggaran pasal ini sering 
kali mengacu pada dua aspek, yakni niat 
(mens rea) dan akibat (actus reus). Niat 
dapat dilihat dari keputusan redaksi untuk 
mempublikasikan informasi tanpa 
verifikasi, sementara akibat dapat dilihat 
dari kerugian sosial, politik, atau 
psikologis yang diderita pihak yang 
dituduh. 

Potensi Pelanggaran UU ITE 

Pasal 28 Ayat (1) 

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan: 
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 
hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 
konsumen dalam Transaksi Elektronik.” 
Walaupun redaksi pasal ini secara eksplisit 
menyinggung “konsumen”, dalam praktik 
penegakan hukumnya tafsir diperluas 
untuk mencakup penyebaran informasi 
menyesatkan yang berpotensi merugikan 
pihak tertentu di ruang digital, meskipun 
konteksnya bukan transaksi komersial 
langsung (Lengkey, 2025; Ningrum & 
Ni’ami, 2025; Prastyo, 2021). 

Pemberitaan yang bersumber pada opini 
netizen tanpa verifikasi faktual berisiko 
memenuhi unsur "berita bohong dan 
menyesatkan". Dalam kasus berita 

JawaPos.com 19 Juli 2025, dugaan bahwa 
seorang politikus adalah pihak yang 
menuntut guru Ahmad Zuhdi sebesar Rp 
25 juta disajikan tanpa klarifikasi dari 
pihak yang dituduh maupun dari partai 
politik terkait. Padahal, menurut Pedoman 
Pemberitaan Media Siber (2012) maupun 
Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial 
Perusahaan Pers (2022), setiap informasi 
yang berasal dari sumber tidak resmi harus 
diverifikasi sebelum dipublikasikan, atau 
setidaknya diberi label jelas sebagai 
informasi yang belum terkonfirmasi. 

Framing berita ini mengandalkan social 
media sourcing, yaitu teknik mengangkat 
konten dari media sosial menjadi materi 
berita. Walaupun teknik ini diakui sebagai 
bagian dari jurnalisme modern, banyak 
penelitian menunjukkan bahwa social 
media sourcing tanpa proses verifikasi yang 
memadai meningkatkan risiko penyebaran 
informasi keliru (Hermida, 2012). Ketika 
informasi tersebut kemudian diperkuat 
oleh kredibilitas media arus utama, tingkat 
kepercayaan publik terhadap kebenaran 
tuduhan akan meningkat, meskipun 
tuduhan itu tidak berdasar. 

Selain itu, unsur “tanpa hak” terpenuhi 
karena pihak media tidak memiliki otoritas 
atau persetujuan untuk mempublikasikan 
identitas dan afiliasi politik seseorang 
dalam konteks tuduhan yang belum 
terbukti. Potensi “kerugian” dapat 
diartikan secara luas, termasuk kerugian 
reputasi, peluang politik, dan dampak 
sosial di komunitas individu tersebut. 

Penerapan Pasal 28 ayat (1) pada kasus ini 
menjadi semakin relevan karena sifat 
media daring yang shareable di media 
sosial. Begitu berita dipublikasikan, 
headline dan kutipan kunci dapat beredar 
luas di luar kontrol redaksi, sering kali 
terlepas dari konteks aslinya. Dalam 
literatur komunikasi digital, fenomena ini 
dikenal sebagai context collapse—yaitu 
hilangnya konteks asli ketika konten 
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berpindah lintas platform (Marwick & 
Boyd, 2011). Context collapse memperbesar 
potensi misinformasi karena audiens 
mengonsumsi informasi dalam potongan 
yang terfragmentasi. 

Dengan demikian, pemberitaan seperti ini 
tidak hanya berpotensi melanggar Pasal 
27A dan 45A terkait pencemaran nama 
baik, tetapi juga Pasal 28 ayat (1) terkait 
penyebaran informasi menyesatkan. 
Dalam konteks etika jurnalistik, hal ini 
mencerminkan kegagalan pada tahap 
verifikasi dan tanggung jawab redaksi 
untuk mencegah publikasi informasi yang 
belum terbukti. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa 
strategi pembingkaian berita (framing) 
yang digunakan media daring memiliki 
peran penting dalam membentuk cara 
publik memahami dan merespons suatu 
isu. Melalui telaah terhadap dua 
pemberitaan di JawaPos.com, 
teridentifikasi pola penekanan tertentu 
yang tidak hanya memengaruhi persepsi 
audiens, tetapi juga menimbulkan 
kerentanan terhadap potensi konsekuensi 
hukum. Pemilihan kata yang bersifat 
provokatif dan penyajian informasi tanpa 
konfirmasi memadai berpotensi 
memunculkan interpretasi yang 
menyimpang dari konteks asli. Hal ini 
menandakan bahwa proses editorial yang 
mengedepankan sensasi dibandingkan 
keseimbangan dan verifikasi dapat 
menggeser fungsi media sebagai penyaji 
informasi yang akurat dan dapat dipercaya. 

Temuan ini menegaskan bahwa integritas 
jurnalistik tidak dapat dilepaskan dari 
tanggung jawab hukum. Media daring 
perlu mengelola konten secara hati-hati 
dengan memastikan kesesuaian antara 
judul dan isi, menerapkan verifikasi 
berlapis, serta mempertimbangkan 
implikasi etis dan legal sebelum publikasi. 

Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya 
menjaga reputasi dan kredibilitas media, 
tetapi juga menjadi bentuk perlindungan 
terhadap pihak-pihak yang diberitakan. 
Dengan demikian, penelitian ini 
menekankan pentingnya sinergi antara 
etika jurnalistik dan kepatuhan pada 
regulasi sebagai landasan praktik media 
yang profesional di era digital. 
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